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ABSTRAKSI 

       Kejaksaan memiliki kedudukan penting dalam tatanan hukum di Indonesia. 

Kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut tidak sebatas pada bidang Pidana saja. 

Hal ini tertuang dalam pasal 30 Ayat (2) Undang–Undang Nomor 16 tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republi Indonesia yang menyatakan kejaksaan juga memiliki 

kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Peran Kejaksaan 

sebagai Pengacara Negara dalam memberikan Bantuan Hukum sebagai salah satu 

kewenangan di bidang Perdata dan (TUN) yang diatur dalam Undang-Undang 16 

tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia belum berjalan secara optimal. Hal 

ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Guna mengkaji lebih dalam penelitian ini 

menggunakan metode yuridis empiris untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi di 

lapangan terkait pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam memberikan Bantuan Hukum. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi Bantuan Hukum belum 

berjalan secara optimal karena adanya faktor penghambat antara lain tidak adanya 

pengaturan tegas terkait penggunaan Bantuan Hukum, sudah tersedianya kantor 

hukum secara internal oleh instansi/lembaga pemerintahan, BUMN/BUMD. 

Sehingga upaya yang dapat dilakukan yaitu memberikan peraturan baru tentang 

perkara yang melibatkan instansi pemerintah wajib diwakilkan oleh Kejaksaan 

sebagai Jaksa Pengacara Negara. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan Bantuan Hukum 

sebagai salah satu fasilitas Negara melalui Kejaksaan dapat berjalan secara optimal. 
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